
1. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 
tentang Sistem Pendidi.kan Nasional (l..embaran Negara Tahun zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republic 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lemba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601); 

b. bahwa sehubungan maksud dalam huruf a, perlu menetapkan 
Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Organisasi Dan 
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Atas Negeri 
Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan; 

GUBERNUR SULAWESI SELATAN, 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat ( 14) 
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 
2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, 
maka dalam rangka pe!aksanaan tugas teknis operasional dan 
teknis penunjang tertentu pada Dinas Pendidikan Provinsi 
Sulawesi Selatan, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis 
Sekolah Menengah Atas Negeri; 

Mengingat 

Menimbang 

TEIITANG 

ORGANISASI DAN TATA KERJA U1'IT PELAKSAlfA TEJDIIS SBKOLAB 
IIJCllEBGAB ATAB RBGBRI PADA DIRAB PE!fDIDIKAl'f 

PROVIlfSI SULAWESI SBLATAN 
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(1) Dengan Peraturan Gubernur mi, dibentuk UPT Sekolah zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMenengah Atas Negeri. 

Paaa12 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

BABU zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

PEIIBBllTtJKAlf DAR KBDUDUKAllf 

Dalam Peraturan Gubemur ini, yang dimaksud dengan: 

1 . Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan. 

2. Pemerintah Daerah adalah Gubemur sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan d.aerah otonom. 

3. Gubernur adalah Gubemur Sulawesi Selatan. 

4. Sekretaris Daerah adalab Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. 

5. Peraturan Gubcmur adalah Peraturan Gubemur Sulawesi Selatan. 

6. Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. 

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. 

8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Sekolah 
Menengah Atas Negeri pada Dinas Pendidikan Povinsi Sulawesi Selatan. 

9. Kepala UPT adalah Kepala UPT Sekolah Menengah Atas Negeri. 

10. Togas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan. 

11. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas. 

12. Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabat.an yang 
merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan. 

BABI 

KETENTUA.lf UKtJK 

Pual 1 

Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA 
UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 
PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINS! SULAWESI SELATAN. 

MEMUTUSKAN: 

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 
tentang Pengelolaan clan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daera.h (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887); 

8. Peraturan Daenlh Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 
2016 ten tang Pembentu.kan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 
10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selata.n 
Nomor 293); 
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(3) Uraian tugas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 
a. menyusun rencana kegiatan UPT sebagai pedoman dalam. pela.ksanaan 

tu gas; 

b. mendistribusikan dan mernberi petunjuk pelaksanaan tugas; 

(1) Kenala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam 
mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan Sekolah 
Menengah Atas Negeri. 

(2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
mempunyai fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengelolaan Sekolah Menengah 

Atas Negeri; 
b. pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Menengah Atas Negeri; 
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan Sekolah 

Menengah Ata.s N~gert; 
d. pelakssnaan administrasi UPT; dan zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan 

fungsinya. 

Pua14 

BAB IV 

TUGAS, FUlfGSI, D.Allf URAIAlf TUGAS 

Bagian Kesa.tu 
Tue-, Fuqai, Dan Uralan Tugaa Kepala t1PT Sekolah 

(2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum 
pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Gu bernur ini. 

( 1) S usu nan organisasi UPT terdiri dari: 

a. Kepala UPT Sekolah; 

b. Subbagian Tata Usaha; dan 

c. Jabatan Fungsional. 
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BABM 

SUSUlfAX ORGAJIISASI 

(3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing dipimpin oleh Kepala 
UP'f, dijabat oleh pejabat fungsional guru yang diberikan tugas tambahan. 

(4) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3)i berada di ba.wah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPT Pendidikan Wilayah 
yang mewilayahi masing-masing UPT. 

mi. 

(2) UPT sebagairnana dimaksud pada ayat (1), masing-masing tersebut pada 
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur 

. . . 
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(1) Subbagian zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATata Usaha dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas 
membantu Kepala UPT daJam mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan 
teknis clan e.dminietre.ei penyueunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, 
dan keuangan dalaro lingkungan UPT. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

PualS 

Ba,iaD zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKedua 
Tqas dan Uralan Tupa Kepala Subbali•a Tata Uu.ha 

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 
lingkungan UPT untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; 

' 
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani 

naskah dinas; 

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 

f. merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum, 
perlengkapan, kepegawaian, dalam lingkungan UPT; 

g. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan Seko1ah 
Menengah Atas Negeri; 

h. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan telmis pengelolaan 
Sekolah Menenga.h Atas Ncgeri; 

1. mengoordinasikan pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar; 
J. mengoordinasika.n pelaksanaan administrasi kegiatan belajar mengajar; 

k. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan guru, tenaga fungsional 
kependidikan, tenaga fungsional lainnya, serta membina hubungan 
kerjasama dan peran serta masyarakat; 

l. mengoordinasikan dan merumuskan kebijakan terkait pelaksanaan 
administrasi dan proses kegiatan belajar mengajar; 

m, mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan administrasi 
dan proses kegiatan belajar mengajar; 

n. mcngoordina.sikan dan menata administraei ketataueahaan, 
kerumahtanggan, kesiswaan, ketenagaan, keuangan, kurikulum, serta 
sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pendidikan; 

o. mengoordinasikan, mengatur pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler; 

p. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan instansi terkait 
dan m.asyarakat; 

q. mengoordinasikan dan mengatur pelaksanaan kegiatan dan bimbingan di 
luar jam sekolah; 

r. mengoordinasikan clan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dEI.Il 
evaluasi kebijakan tekni.s pengelolaan Sekolah Menengah Atas Negeri; 

s. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan 
lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPT; 

t. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

u. menyusun laporan hasil pelaksa.naan tugas Kepala UPT dan memberikan 
saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; 
dan 

v. melaksa.nakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai 
dengan bidang tugasnya. 
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(2) Pengangkatan Jabatan Fungsional pada UPT dilaksanakan berdasarkan basil 
analisis kebutuhan dan fonnasi, serta sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan. 

(1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e 
adalah jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdaaarkan ketentuan 
peraturan peru.ndang-undangan. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Paaa16 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

BABV 

J'ABATAN FtTNGSIOll'AL 

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 

f. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan UPT 
sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi peJakssnaan 
kegiatan; 

g. melakukan koordinasi serta menyiapkan bahan penyusunan program UPT; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

h. mengoordinasikan dan melakukan pengolahan dan penyajian data dan 
infonnasi; 

i. mengoordinasikan clan mela.kukan pelayanan administrasi umum; 

J· mengoord.inasikan dan mela.kukan pelayanan kepegawaian dan hukum; 

k. mengoordinasikan dan melalrukan pelayanan a.dministrasi keuangan; 

1. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan ketatausahaan; 

m. menggordinasikan dan melakukan administrasi pclayanan organisasi dan 
tatalaksana; 

n. mengoordinasikan dan melakukan pelaksanaan urusan kerumahtanggaan; 

o. mengoordinasi.kan dan melakukan kegiatan kehumass.n; 

p. melakukan koordinasi clan konsuJtasi dengan lembaga pcmerinta.h dan 
lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan 
fungsi; 

q. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Tata Usaha 
dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 
perumusan lcebijakan; c1an 

s. melakukan tugas kedina.san lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan 
bidang tugasnya. 

(2) Uraian tugas sebagairnena dimaksud pada ayat (1), meliputi: 

a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Tata Use.ha sebagai pedoman dalam 
pelaksanaa.n tugas; 

b. mendistribusikan dan memberi pctunjuk pclaksanaan tugas; 

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksa.naan tugas deJem 
lingkungan Subbagian Tata Usaha untuk mengetahui perkembangan 
pelaksanaan tugas; · 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani 
naskah dinas; 
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Pau.110 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

( 1) Dalam zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArangka mendukung pelaksanaan proses belajar mengajar serta untuk 
mendukung kegia.tan kepegawaian Kepa.la UPT dapat membentuk sa.tuan 
tugas/ unit kerja, kepengurusan, pengelola, dan/atau nama lainnya dalam 
UPT dengan Keputusan Kepala UPT. 

BABVDI 

KE'I BN1 OAK zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALAJll - LADf 

Pengangkatan dan pemberhentian dalaJn jabatan atruktural dan jabatan fungsional 
di 11.ngkungati U?T, c111Ak&anakan ol~h J)f)ja.bat yang berw~rums ~t'daM.rka.n 
ketentu.an -peraturan perundang-undangan. 

Paal9 

BAB VD 

PEKGAllGKATAll' DA1I' PBIIBBRBBJITIAB DALAII JABATAII 

( 4) Kepala UPT mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi 
pemerintah/swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan 
mempertanear f)elaksan.ru~n rugAs dan fUngs.i UPT. 

(3) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata. Usaha dalarn melak:sanakan tugasnya, 
melakukan pengawasan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi, serta 
melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan. 

(2) Setiap laporan yang diterima seba.gaimana dimaksud pada ayat (1), diolah dan 
digunakan oleh pimpinan sebagai bahan perumusan dan pelaksanaan 
kebijakan teknis UPT. 

(1) Kepala UPI', Kepala Subbagian Tata Usaha dan seluruh personil dalam 
lingkungan UPT wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta 
rnenyampaikan la.poran secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat 
waktu kepada atasan masing-masing. 

Pua18 

(2) Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha, Pejabat Fungsional dan seluruh 
personil pada UPI' melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan, serta. menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, 
kerja sama, integrasi, sinkronisa.si, aimplifikasi, a.kuntabilitas, transparansi, 
serta efektivitas dan efisiensi. 

( 1) Kepala UPT dalarn melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang 
ditetapka.n oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan pera.turan perundang- 
undangan. 

Pual7 

BABVI 

, TATAKERJA 
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Diundangkan zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdi Makassar 
pada tanggal zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA:n zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.JI zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn 2117 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah.kan pengundangan Peraturan 
Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi 
Sela tan. 

Pua! 11 

BAB IX 

KBTEllTOAll PEN OTOP 

(2) Pembentukan satuan tugas/ unit kerja, kepengurusan, pengelola, dan/atau 
nama lainnya dalam UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan 

• kepada Kepala UPT wilayah masing-masing. 
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NO· KAB{KOTA 
NAMA SATUAN PENDIDIKAN zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

LAMA BARU 
1 2 3 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA4 

1 UPT. Wil. Bantaeng SMA NEGERI 1 BANTAENG SMAN 1 BANTAENG 

2 UPT. Wil. Bantaeng SMA NEGERJ 1 BISSAPU SMAN 2 BANT AENG 

3 UPT. WU. Bantaer..g SMA NEGERI 1 TOM PO BU LU SMAN 3 BANTAENG 

4 UPT. Wil. Bantaeng SMA NEGEJ.J 2 BANTAENG SMAN 4 BANTAENG 

s UPT. Wil. Bantaeng SMA N EGERJ 1 ERE!-,1 ERASA SMAN 5 BANTAENG 

6 UPT. Wil. Bantaeng SMA NEGERI 1 ULU ERE SMAN 6 BANTAENG 

7 UPT. Wil. Barru SMAN 1 BARRU SMAN 1 BARRU 

8 UPT. Wil. Barru SMAN 1 SOPPENG RlAIA SMAN 2 BARRU 

9 UPT. Wil. Barru SMAN 1 TANETE RILAU SMAN 3 BARRU 

10 UPT. Wil. Barru SMft.N l MALLUSET ASI SMAN 4 BARRU 

11 UPT. Wil. Barru SMAN 1 TANETE RIAIA SMAN 5 BARRU 

12 UPT. Wil. Barru SMAN 2 BARRU SMAN 6 BARRU 

13 UPT. Wil. Bone SMAN 1 WATAMPO~E SMAN 1 BONE 

14 UPT. Wil. Bone S.\1AN 1 MARE SMAN 2 BONE 

15 UPT. Wil. Bone S~AN 2 WATAMPONE SMAN 3 BONE 

16 UPT. Wil. Bone SMAN 1 AJANGALE SMAN 4 BONE 

17 UPT. wu Bone SMAN 1 LAPPARIAJA SMAN 5 BONE 

18 UPT. Wil. Bone SMAN 1 KAHU SMAN 6 BONE 

19 UPT. Wil. Bone SMAN 5 WATAMPONE SMAN 7 BONE 

20 UPT. Wil. Bone SMAN 1 KAJUARA SMAN 8 BONE 

21 UPT. Wil. Bone SMAN 3 WATAMPONE SMAN 9 BONE 

22 UPT. Wil. Bone SMAN 1 TONRA SMAN 10 BONE 

23 UPT. Wil. Bone SMAN 1 LIBURENG SMANllBONE 

24 UPT. Wil. Bone SMAN 1 SIBULUE SMAN 12 BONE 

25 UPT. Wil. Bone SMAN 4 WATAMPONE SMAN 13 BONE 

26 UPT. Wil. Bone jsMAN 1 TEL:..USIATTINGE SMAN 14 BONE 

27 UPT. Wil. Bone f S.MAN 1 ULA WENG SMAN 15 BONE 

28 UPT. Wil. Bone SMAS 1 AWANGPOI\E SMAN 16 BONE 

29 UPT. Wil. Bone SMAN 1 l.AMURU SMAN 17 BONE 

30 UPT. Wil. Bone SMAN 1 CINA SMAN 18 BONE 

31 UPT. Wil. Bone SMAN 1 PATIMPENG SMAN 19 BONE 

32 UPT. Wil. Bone St.1AN 1 AMALi SMAN 20 BONE 

33 UPT. wu Bone S~t<\N 1 SALOMEKKO SMAN 21 BONE 

34 UPT. Wil. Bone SMAN 2 LIBURENG SMAN 22 BONE 

35 UPT. Wil. Bone 
1SMAN 1 BONTOCANI SMAN 23 BONE 

36 lusr. Wil. Bone SMAN 1 DUA BOCCOE SMAN 24 BONE 

DAFT AR SAIIA-KAJI.A tJJIJ'T P1CLAK8A11A TBKlnS SJCKOLAR IID'BllGAB 

AT.AS JIJ:GDI PAD.A. DDIAS PICIIDIDIKAll 

PROVI58I SULAWDI SELAT.All 

: PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN 

: 99 TAHUN 2017 

: 26 J.A.NUARI 2017 
: ORG.\NISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH 

MENENGAH ATAS NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN 
PROVINSISULAWESISELATAN 

LAM?IRAN II 
NO MOR 
TANGGAL 
TENT ANG 
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SMA NEGERI 5 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPAREPARE 336 UPT. WiJ. Pare-Pare 

335. UPT. Wil. Pare-Pare SMA NEGERI 4 PAREPARE SNANEGERI 4 PAREPARE 

SMA NEGERI 3 PAREPARE 334 UPT. Wil. Pare-Pare SNA NEGERI 3 PAREPARE 

3 4 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 2 

NAMA SATIJAN PENDIDIKAN 
NO LAMA BARU KAB/KOTA 

• • 


